
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Hak asasi ì manusiìa (HAM) adalah kriìstali ìsasi ì berbagaiì si ìstem niìlaiì dan fi ìlsafat tentang 

manusiìa dan seluruh aspek kehiìdupannya.1 Hak asasi ì diìmi ìliìki ì manusiìa secara kodratiì yang berasal 

dariì Tuhan Yang Maha Esa sebagai ì hak dasar, pokok dan asasi ì yang melekat bersamaan dengan 

kelahiìran manusiìa diì duni ìa. HAM merupakan sesuatu yang sampai ì sekarang masiìh menjadiì sebuah 

persoalan diì duni ìa i ìnternasiìonal, iìtu karena masiìh banyak manusi ìa yang melanggar hak-hak asasiì 

dan masiìh banyak persoalan-persoalan yang masiìh berhubungan dengan HAM yang terjadi ì di ì 

berbagaiì negara diì duni ìa. Dariì hal tersebut dapat diìkatakan hak asasiì manusi ìa masiìh di ìperjuangkan 

di ì era iìni ì. Sebenarnya sudah ada Lembaga yang mengatur tentang HAM secara i ìnternasiìonal 

namun dalam penerapannya belum berjalan dengan bai ìk. Secara iìnternasiìonal, HAM termasuk 

kedalam siìstem hukum iìnternasiìonal yang mana diìbentuk oleh masyarakat i ìnternasi ìonal yang 

anggotanya terdiìriì dariì berbagaiì negara diì duni ìa. 

Negara mempunyaiì peran pentiìng dalam membentuk si ìstem hukum tersebut melalui ì 

kebiìasaan, perjanjiìan iìnternasiìonal atau bentuk laiìnnya sepertiì deklarasiì, kemudi ìan Negara 

menyatakan persetujuannya dan teri ìkat pada hukum iìnternasiìonal tersebut. Dalam HAM yang 

di ìliìndungi ì dapat berupa iìndiìvi ìdu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai ì
 

bagiìan dariì negara mempunyaiì kewajiìban dalam ruang liìngkup iìnternasiìonal untuk meliìndungi ì 

warga negara beserta harta bendanya. 

 
1 Eko Riìyadiì, S.H., M.H., “Hukum Hak Asasi ì Manusi ìa : Perspekti ìf Iìnternasiìonal, Regi ìonal, dan Nasi ìonal”, 

Cetakan Kedua, RajaGrafi ìndo Persada, Depok, 2018, hal 1. 

 



Dalam kerangka hukum i ìnternasiìonal, dasar hukum utama dalam pengaturan tentang 

pengungsi ì sudah di ìatur dalam konvensiì PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967 HCR/MMSP/2001/09 

mengenaiì status pengungsiì. Konvensi ì tersebut memberiìkan defiìni ìsi ì kriìteriìa pengungsi ì yakniì, 

berada diì luar negara asal atau negara kebangsaannya, memi ìli ìkiì ketakutan yang mendasar akan 

meneriìma persekusiì, karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok 

sosi ìal tertentu, dan pendapat poli ìtiìk, serta tiìdak dapat, diìkarenakan ketakutannya tersebut, atau 

tiìdak i ìngiìn untuk memperoleh perliìndungan dariì negara asal.  

Pengungsi ì adalah kelompok orang yang lari ì dari ì negara asalnya ke negara lai ìn untuk 

memiìnta perliìndungan dan menjalaniì hi ìdup yang lebiìh layak, yang di ìsebabkan oleh adanya 

perang, bencana, kriìsi ìs ekonomiì,poli ìtiìk, dan laiìn-laiìn.2 Di ì negara-negara peneriìma, pengungsi ì 

seri ìng mengalamiì perlakuan tiìdak manusi ìawi ì sepertiì perkosaan, penganiìayaan, di ìskri ìmiìnasi ì, 

di ìpulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi ì manusiìa. Ada piìhak-piìhak 

yang telah menetapkan hak asasi ì manusiìa dalam masalah pengungsi ì baiìk iìnternasi ìonal maupun 

regiìonal, sepertiì Konvensi ì Status Pengungsi ì dariì tahun 1951 dan Protokol yang berkai ìtan dengan 

Status Pengungsi ì 1967 HCR/MMSP/2001/09.3 Setiìdaknya ada liìma hak dasar pengungsi ì, yai ìtu hak 

atas perliìndungan dari ì kembaliì ke negara asal secara paksa (non-refoulement) hak untuk mencariì 

suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-di ìskri ìmiìnasi ì, hak untuk hi ìdup dan keamanan, 

serta hak untuk pulang.4 Masalah pengungsi ì atau para pencariì suaka juga menjadi ì salah satu 

permasalahan dalam hak asasi ì manusiìa dalam liìngkup i ìnternasiìonal.  

Masalah pengungsiì merupakan masalah dalam masyarakat i ìnternasiìonal yang umumnya 

 
2 Naskah lengkap Conventi ìon and Protocol Relatiìng to the Status of Refugees,   

https://www.unhcr.org/mediìa/28185 
3 Ayub Torry Satriìyo Kusumo, Perliìndungan Hak Asasi ì Manusi ìa Pengunggsi ì I ìnternasi ìonal, Vol. 1 No.2, 

https://jurnal.uns.ac.iìd/yusti ìsiìa/arti ìcle/vi ìew/10642 , 2012. 

 
4 Iìbi ìd. 

https://www.unhcr.org/media/28185
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10642


di ìsebabkan oleh keadaan suatu negara yang membahayakan dan buruk bai ìk dalam ranah poli ìtiìk, 

ekonomiì, dan sosiìal sehiìngga penduduk diì wi ìlayah negara tersebut mencari ì perliìndungan diì negara 

laiìn. Pengungsi ì adalah kelompok orang yang di ìpaksa untuk meniìnggalkan suatu negara karena 

takut yang sangat mengancam, dapat di ìsebabkan oleh bencana alam atau konfli ìk. Diì negara-negara 

peneriìma, pengungsiì seriìng mengalamiì perlakuan tiìdak manusiìawi ì sepertiì perkosaan, 

penganiìayaan, diìskri ìmi ìnasiì, di ìpulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi ì 

manusiìa. Ada pi ìhak-piìhak yang telah menetapkan hak asasi ì manusi ìa dalam masalah pengungsi ì 

baiìk i ìnternasiìonal maupun regiìonal, sepertiì Konvensi ì Status Pengungsi ì dari ì tahun 1951 dan 

Protokol yang berkaiìtan dengan Status Pengungsi ì 1967 HCR/MMSP/2001/09. Salah satu contoh 

yang terkaiìt yang pernah menjadiì  sorotan adalah kasus  mengenai ì penerapan  kebiìjakan para 

pencariì suaka diì Polandiìa.  

Pemeriìntah Polandiìa menerapkan kebiìjakan iìmi ìgrasiì yang melegalkan pengusiìran pencariì 

suaka dariì Ti ìmur Tengah diì perbatasan Polandiìa-Belarusiìa. Padahal, dalam Refugee Conventiìon 

di ìkenal priìnsi ìp non-refoulement yang melarang negara untuk mengusi ìr atau mengembaliìkan 

pencariì suaka ke wiìlayah diìmana kehiìdupannya akan terancam.  

Polandiìa di ìni ìlaiì gagal menjalankan kewajiìbannya menurut hukum iìnternasiìonal dalam 

menerapkan priìnsi ìp non-refoulement terhadap pencariì suaka Tiìmur Tengah diì perbatasan negara 

Polandiìa dan Belarusiìa berdasarkan Refugee Conventiìon. Sebagiìan besar miìgran yang menuju 

perbatasan tiìmur Uni ì Eropa melariìkan di ìri ì dariì konfli ìk atau kemiìski ìnan diì Ti ìmur Tengah dan 

Afri ìka. Mayori ìtas dariì mereka adalah orang Kurdi ì dari ì Iìrak utara. Selama ti ìga bulan terakhiìr, 1.600 

orang tiìba di ì Belarus dengan vi ìsa turi ìs dari ì Kurdi ìstan I ìrak, menurut Asosi ìasi ì Pengungsi ì Kurdi ìstan 

beberapa juga berasal dari ì Suri ìah yang diìlanda perang saudara sejak sepuluh tahun lalu.5 Ketiìka 

 
5 Diìambi ìl dariì artiìkel “Kriìsiìs Miìgran diì Perbatasan Polandiìa-Belarusi ìa, iìni ì 5 hal yang perlu  kamu ketahui ì”, 

https://www.kompas.com/global/read/2021/11/12/103912870/kri ìsiìs-miìgran-diì-perbatasan-polandi ìa-belarus-iìni ì-5-



berbagaiì kalangan menyebut kriìsi ìs Ukrai ìna sebagaiì kriìsi ìs kemanusiìaan terbesar yang diìalamiì 

Eropa setelah bertahun-tahun lamanya, perlu di ìi ìngat bahwa sejak 2021 Eropa juga menghadapi ì 

kri ìsi ìs kemanusiìaan laiìnnya, yakniì permasalahan terkaiìt pencariì suaka dariì negara-negara Tiìmur 

Tengah diì perbatasan Polandiìa -Belarusiìa. Penyebab kriìsi ìs pengungsi ì iìni ì sebenarnya secara tiìdak 

langsung diìdorong oleh pengenaan sanksiì oleh Uniì Eropa  terhadap Belarusiìa.  

Meski ì dariì pemeriìntah Belarusiìa membantah bahwa Belarusi ìa mendorong pencariì suaka 

untuk datang dan menggunakan perbatasan Belarusi ìa untuk memasukiì Eropa, tetapiì kenyataannya 

terdapat perubahan kebi ìjakan miìgrasi ì diì Belarusiìa yang memudahkan pencari ì suaka diì Belarusiìa 

agar dapat masuk ke Eropa, yai ìtu dengan di ìbuatnya kebiìjakan bebas viìsa selama satu bulan untuk 

76 negara diì duni ìa.6 Sebagaiì negara yang berbatasan langsung dengan Belarusi ìa, pemeriìntah 

Polandiìa merespon dengan mengeluarkan kebi ìjakan baru mengenaiì mi ìgrasiì dan pencariì suaka 

yang iìngi ìn memasukiì wi ìlayahnya. Namun, berbeda dengan respon yang diìberi ìkan kepada pencariì 

suaka Ukrai ìna yang diìteriìma secara posi ìtiìf, Polandi ìa mengeluarkan kebi ìjakan yang melarang 

pencariì suaka memasukiì perbatasan Polandi ìa dan Belarusiìa dengan cara mengi ìziìnkan petugas 

perbatasan untuk mendorong kembali ì pencariì suaka yang masiìh mencoba memasuki ì Polandiìa, 

yakniì melaluiì Regulatiìon of the Miìni ìster of the Iìnteri ìor and Admiìni ìstratiìon of August 20, 2021 

yang mengubah Regulatiìon on Temporary Suspensi ìon or Restriìctiìon of Border Traffi ìc at Certaiìn 

Border Crossi ìngs (MSWÍA Regulatiìon)  hal iìni ì tentu tiìdak sesuai ì dengan kebiìjakan pencariì suaka 

yang di ìcanangkan oleh Uni ì Eropa.7Di ì si ìsi ì laiìn, Belarusiìa juga terus memaksa para pencariì suaka 

untuk melanjutkan aksi ìnya memasukiì perbatasan Polandiìa secara legal maupun i ìlegal. Kondiìsi ì 

 
hal-yang-perlu, 12 November 2021 

6 Kewaji ìban Negara dalam Penerapan Piìnsiìp Non-Refoulement Menurut Hukum Iìnternasiìonal : Anali ìsi ìs 

Potensiì Pelanggaran Priìnsiìp Non-Refoulement dalam Kebi ìjakan Iìmiìgrasi ì Polandi ìa terhadap Pencari ì Suaka dari ì 

Tiìmur Tengah diì Perbatasan Polandiìa-Belarusi ìa, Lembaga Kajiìan Kei ìlmuan Fakultas Iìlmu Hukum Uniìversi ìtas 

I ìndonesiìa, Vol. 12 No. 1 edi ìsiì Juni ì 2022. 
7 Iìbi ìd. 



tersebut pada akhiìrnya menyebabkan para pencari ì suaka harus terjebak dan bertahan hi ìdup di ì 

daerah perbatasan Polandi ìa-Belarusiìa. 

Dalam kerangka hukum i ìnternasiìonal, hak dan kewajiìban negara terkaiìt pengungsi ì di ìatur 

dalam Conventiìon relatiìng to the Status of Refugees 1951 (Refugee Conventiìon) beserta 

protokolnya yakniì Protocol Relatiìng to the Status of Refugees (Protokol 1967). Pri ìnsi ìp pokok 

dalam konvensiì iìni ì yang menjadiì salah satu kewajiìban negara terhadap pengungsi ì adalah priìnsi ìp 

non-refoulement, diìmana Negara diìlarang untuk mengembali ìkan (refoulement) seseorang yang 

mencariì perliìndungan i ìnternasi ìonal ke negara laiìn yang mana kehiìdupannya akan terancam. Selaiìn 

Refugee Conventiìon, pri ìnsi ìp non-refoulement juga diìjelaskan dalam European Conventiìon on 

Human Ri ìghts (ECHR) dan Iìnternatiìonal Covenant on Ciìviìl and Poliìtiìcal Riìghts (IìCCPR).  

Polandiìa sendiìri ì adalah salah satu negara yang menandatangani ì Refugee Conventiìon pada 

tahun 1991, sehiìngga Polandiìa pada hakiìkatnya wajiìb menaatiì pri ìnsi ìp non-refoulement, 

sebagaiìmana yang diìatur dalam Pasal 33 Refugee Conventiìon. Namun, dalam prakteknya, Polandi ìa 

sempat melanggar priìnsi ìp non-refoulement, yang mana pelanggaran iìtu di ìputuskan oleh European 

Court of Human Riìghts (ECHR) dalam kasus D.A Others v. Poland pada 2021.Salah satu alasan 

yang paliìng kuat mendasariì apa yang diìalamiì para i ìmiìgran  ti ìmur tengah saat iìniì i ìalah berdasarkan 

pandangan umum diì Polandiìa, sebagiìan besar merasa kalau i ìmiìgran biìsa mengancam lapangan 

kerja mereka. Iìmiìgran pun diìanggap biìsa mengganggu ekonomi ì negara serta diìni ìlaiì mengancam 

keamanan negara diìkarenakan adanya iìsu teroriìsme dan radiìkaliìsme diìkarenakan pandangan 

negatiìf masyarakat yang khawati ìr terhadap i ìmiìgran tiìmur Tengah yang mayori ìtas beragama 

i ìslam.8 hal iìni ì karena menurut seorang fi ìlsuf bernama Moniìca Bobako, Iìslamofobiìa adalah satu 

 
8 Diìkuti ìp dariì artiìkel “Kekerasan dan Penolakan diì Perbatasan Polandiìa-Belarus”, 

https://reli ìefweb.iìnt/report/belarus/viìolence-and-pushbacks-poland-belarus-border, 7 Juniì 2022 

https://reliefweb.int/report/belarus/violence-and-pushbacks-poland-belarus-border


elemen wacana nasiìonaliìs di ì dalam pemeri ìntahan Polandiìa.9 Menurut Organiìsasi ì  HAM, Human 

Riìght Watch (HRW) mengatakan Polandi ìa telah melakukan pelanggaran seri ìus dalam menanganiì 

kri ìsi ìs i ìmiìgran yang terjadiì  di ì perbatasan Negara Polandi ìan dan Belarusiìa terkaiìt kebiìjakan 

Polandiìa yang menolak meneri ìma iìmi ìgran. HRW menegaskan apa yang sedang berlangsung di ì 

perbatasan Belarusiìa dan Polandiìa melanggar hak atas suaka di ì bawah undang-undang Uni ì Eropa. 

HRW mendesak Uniì Eropa mulaiì menunjukkan soliìdari ìtas kepada para miìgran diì perbatasan.10 

Kepala Dewan HAM PBB Mi ìchelle Bachelet dalam menanggapi ì secara tegas hal i ìni ì, 

mengatakan bahwa :  

"Saya mendesak negara-negara yang terliìbat mengatasiì kri ìsi ìs i ìmi ìgran yang tak dapat 

di ìtoleransiì, i ìniì sesuaiì dengan kewajiìban mereka berdasarkan hukum hak asasi ì manusi ìa 

i ìnternasiìonal dan undang-undang pengungsi ì, berdasarkan hukum iìnternasiìonal, tiìdak boleh 

ada yang diìcegah untuk mencariì perliìndungan dan pertiìmbangan iìndi ìviìdu harus di ìberi ìkan 

untuk meliìndungi ì mereka" 11 

 

Iìa juga mengatakan berdasarkan hukum i ìnternasiìonal negara yang terliìbat untuk segera 

mengambiìl langkah untuk menurunkan ketegangan dan menyelesaiìkan siìtuasiì yang tak dapat 

diìtoleransiì. Berdasarkan pernyataan pemeriìntah Polandiìa diìniìlaiì telah melanggar HAM dan priìnsiìp 

non-refoulement yang sebagiìmananya telah diìtentukan dalam menanganiì pengungsiì korban perang 

daerah tiìmur tengah yang datang mencariì suaka diì Polandiìa. Oleh sebab iìtu iìniìlah alasan penuliìs 

tertariìk untuk mendalamiì dan meneliìtiì kejadiìan iìniì sebagaiì judul skriìpsiì.  

 
9 Moni ìka Bobako, “Semi ì-periìpheral I ìslamophobi ìas: the poli ìtiìcal di ìversiìty of anti ì-Musli ìm di ìscourses i ìn 

Poland”, Patern prejudiìce,Volume 52, Iìssue 5 : Iìslamophobi ìa iìn the East of the European Uniìon, 6 November 2018. 

 
10 Di ìkutiìp dari ì artiìkel “HRW : Belarusi ìa-Polandiìa Lakukan Pelanggaran HAM Seri ìus”,   

  https://www.republiìka.i ìd/posts/22530/hrw-belarusi ìa-polandiìa-lakukan-pelanggaran-ham-seri ìus, 25 November 

2021. 
11 Diìkuti ìp dariì arti ìkel “Dewan HAM PBB Desak Kri ìsiìs I ìmiìgran Polandi ìa Segera Diìatasi ì”,  

https://i ìnternasi ìonal.republiìka.co.i ìd/beriìta/r2dpzk459/dewan-ham-pbb-desak-kriìsiìs-iìmiìgran-polandiìa-segera-diìatasi ì, 

Kami ìs 11 November 2011. 

https://www.republika.id/posts/22530/hrw-belarusia-polandia-lakukan-pelanggaran-ham-serius
https://internasional.republika.co.id/berita/r2dpzk459/dewan-ham-pbb-desak-krisis-


B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraiìan yang telah diìpaparkan dariì latar belakang diì atas, maka dapat diì 

defiìni ìsi ìkan sebuah permasalahan yang penuli ìs rumuskan sebagaiì beri ìkut: 

1. Bagaiìmana penerapan pri ìnsiìp non-refoulement dalam Hukum I ìnternasiìonal ? 

2. Apakah penolakan pemeri ìntah Polandiìa terhadap iìmi ìgran diìanggap melanggar Hukum 

Iìnternasiìonal ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
Sesuaiì dengan perumusan masalah yang ada, maka peneli ìtiìan iìniì mempunyaiì tujan 

yang terdiìriì dariì dua hal, yai ìtu : 

1. Untuk mengetahui ì dan menganali ìsiìs pelanggaran hukum i ìnternasiìonal pada 

penerapan kebi ìjakan iìmiìgrasiì pemeriìntah polandiìa. 

2. Untuk mengetahuiì tiìndakan apakah yang dapat diìambiìl oleh Uniì Eropa dan komuniìtas 

I ìnternasiìonal agar Pemeri ìntah Polandiìa dapat mengubah kebi ìjakan mengenai ì iìmiìgran 

dan mematuhi ì hukum HAM i ìnternasiìonal serta meneri ìma para pencari ì suaka dari ì 

Tiìmur Tengah yang datang. 

3. Secara Teoriìtiìs, peneliìtiìan iìniì diìharapkan dapat memberiì manfaat dalam 

pengembangan i ìlmu pengetahuan khususnya hukum i ìnternasiìonal  yang berkai ìtan. 

4. Secara Prakti ìs, peneliìtiìan iìniì diìharapkan sebagai ì sumbangan pemi ìkiìran yang dapat 

diìmanfaatkan banyak pi ìhak untuk keperluan studi ì kasus. 

 

D. Kerangka Konseptual 

          Guna mengetahuiì, memahamiì maksud dan mempermudah membahas permasalahan 

serta menghiìndariì penafsiìran yang berbeda maka diì jelaskan beberapa pengerti ìan yang 



berkaiìtan dengan judul skriìpsi ì i ìniì, yaiìtu : 

1. Pengungsi ì 

Menurut Konvensi ì Jenewa 1951 tentang status pengungsi ì, mendefiìniìsi ìkan pengungiì 

sebagaiì orang yang diìkarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan pengani ìayaan, yang 

di ìsebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok soci ìal 

dan partaiì poli ìtiìk tertentu, berada diìluar Negara kebangsaannya dan ti ìdak mengiìngi ìnkan 

perliìndungan dariì negara tersebut.12 

2. Pencariì Suaka 

Pencariì suaka adalah seorang yang mencari ì perliìndungan iìnternasiìonal secara iìndiìvi ìdu 

ataupun secara kelompok. Di ì negara-negara yang memiìliìki ì prosedur i ìndiìvi ìdual, pencariì 

suaka adalah orang yang belum mendapatkan Keputusan oleh negara Di ìmana iìa telah 

mengajukan permohonan suaka. Ti ìdak seti ìap pencariì suaka biìsa di ìakuiì sebagaiì 

pengungsi ì, akan tetapiì seti ìap pengungsiì adalah pencariì suaka pada awalnya.13 

3. Hak Asasi ì Manusi ìa 

Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ì Manusi ìa menjelaskan bahwa, Hak 

Asasi ì Manusi ìa adalah seperangkat hak yang  melekat pada di ìriì manusi ìa sebagaiì 

makhluk ciìptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di ìmana hak tersebut merupakan anugerah 

yang wajiìb di ìliìndungi ì dan hargaiì oleh setiìap manusiìa guna meliìndungi ì harkat serta 

martabat setiìap manusiìa.14 

4. Pelanggaran HAM 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 39 Tahun 1999, pengerti ìan kelompok orang termasuk 

 
12 Conventi ìon and Protocol Relatiìng to the Status of Refugees, Loc. Ciìt. 
13 UNHCR, An Iìntroducti ìon to Iìnternati ìonal Protecti ìon, Protecti ìng Persons of Concernto UNHCR, hal 2. 
14 Undang-undang tentang HAM, Nomor 39 Tahun 1999 



aparat negara baiìk diìsengaja maupun tiìdak di ìsengaja atau kelalai ìan yang secara 

melawan hukum mengurangi ì,  menghalangi ì, membatasiì, dan atau mencabut hak asasi ì 

manusiìa seseorang atau  kelompok orang yang diìjamiìn oleh undang-undang iìni ì, dan 

tiìdak mendapatkan, atau di ìkhawatiìrkan tiìdak akan memperoleh hukum yang berlaku.15 

5. Uni ìted Natiìons Hi ìgh Commi ìssi ìoner for Refugees (UNHCR) 

Uni ìted Natiìons Hi ìgh Commi ìssi ìoner for Refugees (UNHCR) atau yang diìkenal dengan 

Komi ìsi ìoner Tiìnggi ì PBB untuk Pengungsi ì adalah lembaga yang memi ìli ìkiì kewaji ìban dalam 

memberiìkan perliìndungan dan bantuan i ìnternasiìonal terhadap pengungsiì atas permiìntaan 

pemeriìntah suatu negara atau dari ì PBB i ìtu sendi ìri ì.16 di ìharapkan dengan adanya badan 

kemanusiìaan iìni ì para korban atas konfli ìk yang terjadiì diì liìngkungan mereka mendapatkan 

keamanan, dapat mencari ì suaka, mendapat tempat yang aman di ì wi ìlayah laiìn 

ataupun diì negara laiìn. 

E. Landasan Teoritis 

          Pri ìnsi ìp non-refoulement adalah larangan atau ti ìdak di ìperbolehkannya suatu negara untuk 

mengembaliìkan atau mengiìriìmkan pengungsi ì (refugee) ke suatu wiìlayah tempat di ìa 

akanmenghadapiì persekusi ì atau penganiìayaan yang membahayakan hiìdupnya karena alasan-

alasan yang berkaiìtan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosi ìal tertentu, 

atau karena  keyakiìnan poliìtiìknya.17 

          Pri ìnsi ìp non-refoulement iìni ì merupakan tulang punggung si ìstem perliìndungan i ìnternasiìonal 

bagiì pengungsi ì dan pencari ì suaka (asylum seeker) yang di ìlembagakan dalam berbagai ì i ìnstrumen 

 
15 UNHCR, An Iìntroducti ìon to Iìnternati ìonal Protecti ìon, Protecti ìng Persons of Concernto UNHCR, hal 2. 
16 Muhammad Mufli ìkun, Perlakuan Terhadap Pengungsi ì Menurut Konvensi ì Jenewa Tahun 1951 Tentang 

Status Pengungsi ì (Studiì Kasus Diì Kota Pekanbaru), Perpustakaan Uni ìversi ìtas Iìslam Ri ìau, 

https://reposi ìtory.uiìr.ac.iìd/9765/1/141010060.pdf ,  2019, hal 3. 

 
17 Guy S. Goodwiìn-Gi ìll, Op. Ciìt. hal 117. 

https://repository.uir.ac.id/9765/1/141010060.pdf


hukum i ìnternasiìonal maupun nasiìonal.18Keberadaan priìnsi ìp non-refoulement dalam kerangka 

hukum perliìndungan pengungsiì dan pencari ì suaka kiìranya juga sangat relevan bagi ì perliìndungan 

hak-hak asasiì manusiìa dalam konteks yang lebi ìh luas. 

           Pri ìnsi ìp non-refoulement pada dasarnya berkaiìtan dengan priìnsi ìp perliìndungan dalam 

hukum hak asasiì manusiìa, utamanya dalam kai ìtannya dengan perliìndungan i ìndiìvi ìdu dariì ti ìndakan- 

tiìndakan   yang    dapat   di ìkategoriìkan  sebagaiì  penyiìksaan. Penghukuman yang kasar dan 

merendahkan  martabat dan ti ìdak manusiìawi ì (human ri ìghts concerniìng the prohiìbi ìtiìon of torture 

or cruel, iìnhuman, or degradi ìng treatment or puniìshment). Priìnsi ìp yang paliìng mendasar bagiì 

keseluruhan siìstem hukum pengungsi ì i ìnternasiìonal iìni ì telah diìlembagakan dalam Pasal 33 

Konvensi ì Jenewa 1 951 HCR/MMSP/2001/09 tentang Status Pengungsiì (1951 Geneva Conventiìon 

Relatiìng to the Status of Refugees, selanjutnya: Konvensiì Jenewa 1951). Tuliìsan tentang priìnsi ìp 

nonrefoulement dan relevansi ìnya dalam si ìstem hukum iìnternasiìonal iìni ì akan membahas tiìga hal 

pokok yang berkaiìtan dengan keberadaan pri ìnsi ìp non-refoulement dan perkembangannya, 

kedudukan priìnsi ìp non-refoulement sebagaiì jus cogens, serta pengecualiìan penerapan pri ìnsi ìp non-

refoulement. 

F. Metode Penelitian 
 

Adapun metode dalam peneliìtiìan iìni ì meliìputiì: 

 

1. Tiìpe Peneliìtiìan 

Peneliìtiìan i ìniì merupakan peneliìti ìan normatiìf. Peneliìti ìan hukum normatiìf adalah peneliìtiìan 

kepustakaan yang meneliìti ì bahan pustaka atau data sekunder dan data pri ìmer dengan 

mempelajariì sumber-sumber atau bahan tertuli ìs berupa jurnal,  buku-buku, artiìkel, koran dan 

majalah dengan membaca, menafsi ìrkan, membandiìngkan serta menerjemahkan dari ì berbagaiì 

 
18 Iìbiìd.  



sumber yang berhubungan dengan priìnsi ìp Non-refoulement mengenaiì dampak hukum dan 

pelanggaran hukum iìnternasiìonal terkaiìt kebiìjakan iìmiìgran pemeriìntah Polandiìa. 

2. Pendekatan Peneliìtiìan 

Peter Mahmud Marzukiì menyatakan ada li ìma pendekatan dalam peneli ìti ìan hukum,yaiìtu 

pendekatan undang-undang (state approach), pendekatan kasus (case law approach), 

pendekatan sejarah (hiìstori ìcal approach), pendekatan  perbandiìngan (comparatiìve approach), 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach).19 Di ìliìhat dariì kajiìan-kajiìan hukum yang 

di ìangkat dariì peneliìti ìan iìni ì, yaiìtu mengenaiì dasar hukum kebiìjakan iìmi ìgran pemeriìntah 

Polandiìa i ìniì, yai ìtu mengenaiì dasar hukum kebiìjakan iìmiìgran pemeriìntah Polandiìa yang 

melanggar priìnsi ìp non-refoulement yang ada diì dalamnya, maka pendekatan yang di ìlakukan 

dalam peneliìti ìan iìni ì adalah pendekatan kasus dan dasar hukum yang sali ìng berkaiìtan dengan 

dengan iìsu hukum yang diìteliìtiì. 

G. Sistematika Penulisan 
 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebi ìh jelas dariì pembahasan skriìpsi ì iìni ì, maka perlu 

ki ìranya diìsusun secara siìstematiìs. Adapun si ìstematiìka yang diìpergunakan dalam penuli ìsan 

skri ìpsi ì i ìni ì adalah terdiìri ì dariì 4 (empat) bab yang secara gari ìs besarnya di ìuraiìkan sebagaiì 

beriìkut:               

BAB Iì: PENDAHULUAN 

Pada bab iìniì penuliìs akan menguraiìkan tentang latar belakang masalah yang merupakan ti ìti ìk 

tolak bagiì penuliìs dalam penuliìsan skri ìpsi ì i ìni ì, selaiìn i ìtu bab i ìniì juga mengurai ìkan latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat peneli ìtiìan, kerangka konseptual, landasan 

teoretiìs, metodologiì peneliìtiìan dan diìakhiìri ì si ìstematiìka penuliìsan. 

 
19 Peter Marzukiì, “Peneliìtiìan Hukum”, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Mediìa Group, Jakarta, 2005, hal 9. 



BAB IìIì: TI ìNJAUAN UMUM 

Pada bab iìniì penuliìs akan menguraiìkan perkembangan dan urai ìan priìnsi ìp non-refoulement,   

analiìsi ìs Kebiìjakan iìmiìgrasi ì Polandiìa, Pri ìnsi ìp-Pri ìnsi ìp hukum pengungsiì dalam Hukum  

Iìnternasiìonal yang berlaku, serta pembahasan kasus-kasus pelanggaran priìnsi ìp non-

refoulement yang terjadiì di ì polandiìa. 

BAB IìIìIì : PEMBAHASAN  

Pada bab iìni ì menjelaskan dan menjawab tentang rumusan masalah pada peneli ìtaiìn kasus kaliì 

i ìniì yang akan di ìkajiì dan di ìanaliìsi ìs berdasarkan dasar hukum I ìnternasiìonal dan beberapa artiìkel 

dan buku terkaiìt dengan permasalah yang menjadi ì topi ìk utama. 

BAB IìV : PENUTUP 

Pada bab iìni ì merupakan riìngkasan dariì seluruh uraiìan sebelumnya yang di ìmuat dalam 

kesi ìmpulan dan diìakhiìri ì saran kepada piìhak yang terkaiìt yang diìharapkan dapat bermanfaat. 

                      
 


